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BUPATI KUTAITIMUR

PROVINSI KALIMANTANTIMUR

PERATURANBUPATI KUTAITIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN KELAS AIR PADAWILAYAHSUNGAI KARANGAN

DAERAH ALIRANSUNGAI SANGATAKABUPATENKUTAITIMUR

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA

BUPATI KUTAITIMUR,

bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden

Nomor 12 tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai,

perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan Kelas Air pada

Wilayah Sungai Karangan Daerah Aliran Sungai Sangatta

di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

a.

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Penetapan Kelas Air Pada Wilayah Sungai Karangan Daerah

Aliran Sungai Sangatta Kabupaten Kutai Timur;

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai

Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2000 ten tang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

2. Undang-Undang ...
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya

Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5324);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4858);

9. Peraturan ...
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Repu blik Indonesia Nomor 5292);

11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan

Wilayah Sungai;

12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1

Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis Untuk

Menetapkan Kelas Air;

13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 114

Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan

Kelas Air;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELAS AIR PADA

WILAYAH SUNGAI KARANGAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

SANGATTA.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.

3. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya di singkat BLH

adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur.

4. Air ...
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4. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun

di bawah permukaan tanah, yang termasuk dalam pengertian

ini adalah air permukaan, air tanah, air hujan dan air Iaut

yang berada di darat.

5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami danj atau

buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah

permukaan tanah

6. Sungai adalah alur atau wadah air alami danj atau buatan

berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai

dari huIu sampai muara, di batasi kanan dan kiri oleh garis

sempadan.

7. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air

sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesai

peruntukannya untuk menjamin agara kualitas air tetap dalam

kondisi alamiahnya.

8. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan

penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air

untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu

air.

9. Mutu air adalah kondisi kualitas yang diukur danjatau diuji

berdasarkan parameter dan metode tertentu berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan yang berIaku.

10. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak

untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.

11. Kriteria mutu air adalah tolak ukur mutu air untuk setiap

kelas air.

12. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk

hidup, zat, energi atau komponen yang adajatau harus ada

danj atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaanya

di dalam air.

13. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber

daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai danj atau

pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sarna dengan

2.000 km",

14. Daerah ...
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14. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang

merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak

sungainya, yang berfungsi menarnpung, menyimpan dan

mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau

ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah

topografis dan batas di laut sarnpai dengan daerah perairan

yang masih terpengaruh aktifitas daratan.

BAB II

KLASIFlKASI MUTU AIR DAN PENETAPAN KELAS AIR

Pasal2

Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas:

a. kelas satu, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan

untuk air baku air minum, danj atau peruntukan lain yang

mempersyaratkan mutu air yang sarna dengan kegunaan

tersebut;

b. kelas dua, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan

untuk prasarana/ sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air

tawar, petemakan, mengairi pertanaman, danjatau

peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama

dengan kegunaan tersebut;

c. kelas tiga, yaitu air yang peruntukannya digunakan untuk

pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, mengairi

pertanarnan danjatau peruntukan lain yang mempersyaratkan

mutu air yang sarna dengan kegunaan tersebut; dan

d. kelas empat, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan

untuk mengairi pertanarnan danj atau peruntukan lain yang

mempersyaratkan mutu air yang sarna dengan kegunaan

tersebut.

Pasal3

Penetapan kelas air pada sungai yang alurnya terdapat dalam

wilayah Sungai Karangan Daerah Aliran Sungai Sangatta dengan

peta penetapan kelas air dan daftar penetapan kelas air

sebagaimana tercantum dalarn Lampiran I dan Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal4 ...
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Pasal4

(1) BLH wajib menyusun program pengelolaan air apabila mutu air

pada sungai lebih baik atau sesuai dengan hasil penetapan

sebagaimana dimaksud pada Pasal3.

(2) BLH wajib menyusun program pengelolaan air dan

mengumumkan apabila mutu air pada sungai lebih buruk

dengan hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3.

Pasal5

Untuk meningkatkan atau mempertahankan kelas air, BLH

melaksanakan program pengendalian dan pengelolaan kualitas air

pada wilayah sungai dengan menggunakan metode pengelolaan yang

sesuai standar / baku mutu.

BAB III

KETENTUANPENUTUP

Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 24 Ae;ustus 201?

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ARDIANSYAH SULAIMAN
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